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BUPATI MALUKU TENGAH 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 

NOMOR 'l TAHUN 2021 

TEN TANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATE 

KABUPATEN MALUKU TENGAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI MALUKU TENGAH, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 433 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
maka Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif; 

Menimbang 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian 
dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan 
Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah 
Tahun Anggaran 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah 
Swatantra Tigkat I Maluku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 11 1 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2645 ), 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuagan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286) 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 
Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
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6. Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentun Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
I2., Tambahun Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) scbagaimana telah diubah 
denan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahu1 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 6); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Norn or 89); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2018 ten tang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 61 1); 

11. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 
2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Negeri dan clan 
Negeri Administratif (Berita Daerah Kabupaten Maluku 
Tengah Tahun 2019 Nomor 429); 

12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 
2019 ten tang Besa.ran Penghasilan Tetap Kepala 
Pemerintah Negeri clan Negeri Administratif clan 
Perangkat Negeri clan Negeri Administratif (Berita 
Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 
Nomor 424); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 214); 

14. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Maluku Tengah Tahun 2021 Nomor 567); 

ten tang 
Belanja 
Daerah 

Menetapkan 

ME MUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NEGERI 
DAN NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH a 
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BAB I 
KETEN TUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
I. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah. 
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 

Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah. 
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

6. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat 
yang bersifat geneologis territorial yang memiliki 
batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
hak asal usu! clan adat istiadat setempat berada di 
Kabupaten Maluku Tengah yang diakui clan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat 
hukum di Luar Negeri geneologis yang memiliki 
wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan 
Negeri Administratif sebagaimana di atur dalam 
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 

8. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri clan 
Saniri Negeri dalam mengatur clan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
hak asal usu! dan adat istiadat setempat dan 
diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintahan Negeri Administratif adaJah 
penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Negeri dan Sadan Permusyawaratan 
Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, diakui dan 
dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri 
dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. 

11. Pemenntah Negeri Administratif adalah Kepala 
Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat 
Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. 

12. Kepala Pemerintah Negeri adalah Pejabat Pemerintah 
Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan 
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 
Negerinya dan melaksanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

13. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah 
Pejabat Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif 
yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban 
untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya 
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. AI 
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14.Saniri Neeri adalah Lembaga/Badan yang 
merupukan perwujudan demokrasi dalam 
penyclenggaraan Pemcrintahan Negeri dan sebagai 
unsur penyelengara pcmerintahan ncgeri, berfungsi 
scbagui badnn legislatif yang bersama-sama kepala 
pemerintnh negeri membentuk Peraturan Negeri, 
mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala 
pemerintah Negeri serta merupakan badan yang 
mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam 
memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang 
dimilikinya. 

15. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang 
merupakan perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang clibentuk 
ditingkat pemerintahan Negeri administratif dan 
merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan 
Negeri Aclministratif. 

16. Perangkat Negeri adalah unsur Pembantu Kepala 
Pemerintah Negeri dalam penyusunan kebijakan 
dan koordinasi yang diwaclahi dalam Sekretariat 
Negeri, dan unsur pendukung tugas Kepala 
Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan kebijakan 
yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan 
unsur kewilayahan. 

17. Perangkat Negeri Administratif adalah unsur 
Pembantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif 
dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 
diwaclahi dalam Sekretariat Negeri Administratif, 
dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah 
Negeri Administratif dalam pelaksanaan kebijakan 
yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan 
unsur kewilayahan. 

18. Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 
selan_jutnya disingkat ADN adalah Dana 
Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana Alokasi 
Khusus. 

19. Pengelolaan Alokasi Dana Negeri clan Negeri 
Administratif adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, penganggaran, 
penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungiawaban Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif. 

20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Negeri dan 
Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat SiLPA 
adalah Selisih Lebih Realisasi Penerimaan clan 
Pengeluaran Anggaran Dana Negeri dan Negeri 
Administratif selama satu periode Anggaran. 

21. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang 
diterima setiap Dulan oleh Kepala Pemerintah Negeri 
dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan 
Negeri Administratif yang ditetapkan setiap Tahun 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan 
Negeri Administratif (APBNegeri). 

22. Jumlah Negeri dan Negeri Administratif adalah 
jumlah Negeri dan Negeri Administrati.f yang ditetapkan 
oleh Menteri Dalam Negeri. 

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri 
dan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat 
RPJMN adalah Rencana kegiatan Pembangunan 
Negeri dan Negeri Administratif untuk jangka waktu 
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24. Rencana Kerja Pemerintah Negeri dan Negeri 
Administratif yang selanjutnya di sebut RKPN adalah 
penjabaran dari RPJM Negeri dan Negeri Administratif 
untuk jangka waktu I (satu) tahun. 

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri 
Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri, 
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan 
Negeri dan Negeri Administratif. 

26. Rekening as Umum Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RKUD, adalah rekening tempat 
penympanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

27. Rekening las Negeri dan Negeri Administratif, yang 
selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat 
menyimpan uang pemerintahan Negeri dan Negeri 
Administratif yang menampung seluruh penerimaan 
Negeri dan Negeri Administratif dan digunakan 
untuk membayar seluruh pengeluaran Negeri dan 
Negeri Administratif pada Bank yang ditetapkan 

BAB II 
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN 

ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF 
Pasal 2 

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan Alokasi Dana 
Neger dan Negeri Admistratif dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 sebesar Rp. 89.524.034.900,- (delapan puluh 
sembilan milyar hima ratus dua puluh empat 
juta tiga ratus empat ribu Sembilan ratus rupiah) 

(2) Alokasi Dana Negeri dan Negeri Admistratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah 
dana yang diterima Pemerintah Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah sebesar 10% (sepuluh 
per seratus) dari dana perimbangan setelah 
dikurangi clana alokasi khusus. 

(3) Pembagian Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Admistratif untuk setiap Negeri dan Negeri 
Aclmmistratif di I<abupaten Maluku Tengah 
sebagaimana dimaksucl pad a ayat (2) 
mempertimbangkan : 
a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Pemerintah 

Negeri dan Negeri Aclministratif, jumlah 
perangkat negeri dan negeri administratif; dan 

b.jumlah pencluduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah dan tingkat kesulitan geografis. 

Pasal 3 
(1) Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 

untuk setiap Negeri dan Negeri Administratif di 
Kabupaten Maluku Tengah, dialokasikan secara 
berkeadilan berdasarkan : 
a. alokasi dasar; dan 
b. alokasi formula 

mempertim ba.ngkan 
kemiskinan, luas 
geografis dan jumlah 
admin�/if 

yang dihitung dengan 
jumlah penduduk, angka 
wilayah, tingkat kesulitan 
perangkat negeri clan negeri 
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(2) Alokasi Dasar yang dihitung berdasarkan persentase 
dart nggaran lokasi Dana Negeri dan Neg@ri 
Admistratif yang dibagi secara merata kepada setap 
Negeri dan Negeri Administratif, Rumusan lokasi 
Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap 
Negeri dan Negeri Administratif dipergunalan untuk 
menghitung rincian besaran Alokasi Dana Neger 
dan Negeri Administratif untuk setiap Negeri dan 
Negeri Administratf 

(3) Rumus yang cdipergunakan mempertimbangkan 
a. Asas merata, yakmi besarnya bagian lokasi Dana 

Negeri dan Negeri Administratif yang sama untuk 
setap Negeri dan Negeri Administratif yang 
selanjutnya disebut Alokasi Dasar (AD), dam 

b. Asas proporsional, yakni besarnya bagian Alokasi 
Dana Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan 
nilai bobot Negeri dan Negeri Administratif yang 
dihitung dengan rumus formula yang selanjutnva 
disebut Alokasi Formula (AF). 

(4) Besaran persentase perbandingan antara asas 
merata, asas proporsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) yaitu besarnya AD adalah 80% (delapan 
puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Negeri dan 
Negeri Administratif, besarannya AF adalah 20% (dua 
puluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Negeri dan 
Negeri Administratif. 

(5) Rumusan penetapan pembagian Alokasi Dana Negeri 
dan Negeri Administratif untuk masing-masing 
Negeri dan Negeri Administratif sebagai berikut : 

ADN AD + AF 

Keterangan : 
ADN Alokast Dana Negeri dan Negeri 

Administratif yang diterima masing-masing 
Negeri clan Negeri Administratif. 

AD Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif merata setiap Dana Negeri 
dan Negeri Administratif. 

AF = Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 
formula/proforsional setiap Negeri dan 
Negeri Administratif 

Pasal4 
Alokasi Dasar setiap Negeri dan Negeri Administratif 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (I) huruf a, 
dihitung dengan cara membagi 80% (delapan puluh 
persen) dari Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif dengan jumlah Negeri dan 
Administratif di Kabupaten Maluku Tengah. 

4 
Neger 
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PasaJ 5 
(l) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (I) huruf b dihitung dengan cara membai 
20% (ua puluh persen) dari Alokasi Dana Negeri dam 
Negeri Administratif dengan jumlah Negeri dan 
Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah. 

(2) Pembagian Alokasi formula berdasarkan data 
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, 
tingkat kesuhitan geografis dan jumlah perangkat 
setiap Negeri dan Negeri Administratif dengan 
menggunakan bobot sebagai berikut 
a. 20 % (dua puluh persen) untuk jumlah 

penduduk; 
b. 25 % (dua puluh hima persen) untuk angka 

kemiskinan; 
c. 20 % (dua puluh persen) untuk luas wilayah; 
d. 20 % (dua puluh persen) untuk tingkat 

kesu Ii tan geografis; 
e. 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah perangkat 

negeri; dan 
f. 5% (lima persen) untuk jumlah Saniri Negeri/BPN. 

(3) Penghitungan aJokasi formula Rincian Alokasi Dana 
Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Negeri 
dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan 
formula sebagai berikut : 

AF = (0,20 ·Z1) + (0,25 Z2) + (0,20 Z3) + (0,2074) + 
(0,15 'Z5) Pagu Alokasi Formula. 

Keterangan 
AF = Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 

Formula/ Proporsional yang dihitung 
berdasarkan jumlah penduduk, angka 
kemiskinan, luas wilayah dan tingkat 
kesulitan geografis dan Jumlah Perangkat 
Negeri dan Negeri Administratif 

Z1 Rasio Jumlah Penduduk setiap Negeri dan 
Negeri Administratif terhadap total penduduk 
Negeri dan Negeri Administratif di 
Kabupaten Maluku Tengah. 

Z2 Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Negeri 
dan Negeri Administratif terhadap total 
penduduk miskin Negeri dan Negeri 
Administratif di Kabupaten Maluku Tengah 

Z3 = Rasio Luas Wilayah setiap Negeri dan Negeri 
Administratif terhadap luas wilayah Negeri 
dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku 
Tengah. 

Z4 Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap 
Negeri dan Negeri Administratif terhadap 
total IKG Negeri di Kabupaten Maluku 
Tengah. 

Z5 Rasio Jumlah Perangkat Negeri setiap Negeri 
dan Negeri Administratif terhadap total 
Jumlah Perangkat Negeri se-Kabupaten 
Maluku Tengah. 

# 
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Pasal 6 
(1)Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas 

Wilayah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 
bersumber dari l<ementerian yang berwenang 
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan di bidang Statistik. 

(2)Indeks Tingkat Kesulitan Geografis setiap Negeri dan 
Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 5 mengacu pada Indeks Kesuhitan Geografis 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

BAB III 
PENETAPAN RINCIAN 

ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF 

Pasal 7 
Penetapan Pembagian dan Rincian Alokasi Dana 
Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Neger 
dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku 
Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati in 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 

BAB IV 
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN 

ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF 

Bagian Kesatu 
Persyaratan Penyaluran 

Pasal 8 
Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah setelah 
Bupati Menerima Dokumen Persyaratan Penyaluran 
Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dari 
Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Admmistratif 
secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai 
berikut : 
a.Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) 
Tahun Anggaran 2022 yang telah diproses dan 
ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku; 

b. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri 
Administratif ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun 
Anggaran 2022 yang telah diproses dan ditetapkan 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

c. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai 
kewenangan negeri dan negeri adrninistratif 
berdasarkan hak asal usu! dan kewenangan Iokal 
berskala negeri; 

d. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran 
Alokasi Dana Negeri dan Negeri Adrninistratif Tahun 

2l 
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e. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 
sebelumnya; 

f. Laporan Pertanggungjawaban Pembavaran 
Penghasilan Tetap KPN, Perangkat Negeri dan Negeri 
Administratif dun Tunjangan Saniri Negeri/Badan 
Perusvawaratan Negeri dan Negeri Administratil 
tahun sebelumnya; 

Bagan Kedua 
Molanisme Penyaluran 

Negeri Negeri dan 
melalu 

Pasal 9 

Dana 
cdlakukan 

lokasit (1)Penyaluran 
Adm1stratf pros0s 
pemidahbukuan dari Rekeuing Umum Kas Dacrah 
ke Rekening las Negeri sesuai ketentuan yang 
berlaku 

(2)Penyaluran dilakukan setelah Kepala Pemerintah 
Negeri menvampaikan persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(33)Apabila sampai berakhir Tahun Anggaran berjalan 
Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tidak 
dapat disalurkan seluruhnya 100% maka sisa 
lokasi Dana Negeri dan Negeri Administratit 
tersebut wajib danggarkan kembahi dan disalurkan 
kembah pada tahun berikutnya. 

BAB V 
TAHAPAN PENYALURAN 

ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF 

Pasal 10 
(1)Penyaluran lokasi Dana Negeri dan Negeri 

Administratif dilakukan secara bertahap yang diatur 
sebagai berikut 
a. Tahap I sebesar 40 % (empat puluh per seratus); 
b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh per seratus), 
c. Tahap Ill sebesar 20 % (dua puluh per seratus). 

(2)Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif, Tahap dilakukan setelah Kepala 
Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif 
menyampaikan kepada Bupati dokumen 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8. 

Pasal 11 
Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 
Tahap II dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri 
dan Negeri Administratif menyampaikan kepacla 
Bupati : 
a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian 

Keluaran Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif Tahap I menunjukan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% yang telah 
digunakan dari Dana yang telah diterima pada 
Rekening Kas Negeri. I, 
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b. Penynmpmien soft copy baleho transparns Ana 
Pendapntnn dan BHelnnju Neer sorta balcho 
trumspurnnsi pertnnunjewnban ppgunaa 
Dnn pertahupnn Tnhun Anrmn 0 

e Pevapniun Lnporan Pemnbynran lenp)ala 
Tetup KIN, Peranknt Neer «don Nop 

inistntif, dan Funjangan Snnir Neg1i/ad 
levn uvawaratn Neeri «dan Negev Attratil 
Mula «dari Hulan lanuari, Februaui an Apr van 
cibavarkan swtiap Dulan Derjalan Drdasarkn 
daft i hadi epala Pemerintah Neeri da orang} at 
Negev an Neperi ministratl 

Pasal 12 
()Penyaluran \lokasi 

Admmistrat f hap 
Dana Negeri da 

II dlakukan setell 
Neger 

Kepl: 
emeritah Negeri dan Negeri Admmistratl 
menyampkan kepada Bupat Dokumen persyaratan 
sebagai berikut 
l Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian 

Keluaran lokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif Tahap II paling sedikit sebesar 75% 
(tujuh puluh hima persen) dan telah digunakan 
dari Dana yang telah diterima pada Rekening 
Kas Negeri 

2 Surat Keterangan 
pembayaran PBB-P2 

progress penyelesaian 
dan tunggakan PB3BP2 dari 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Maluku Tengah; 

3. Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2022; 

4. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri 
Administratif tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negen) Tahun Anggaran 2022; 

5. Laporan Konvergengsi Stunting Tahun 2021. 
(2)Laporan Pembayaran Penghasilan Tetap KPN, 

Perangkat Negeri dan Negeri Administratif, dan 
Tunjangan Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan 
Negeri dan Negeri Administratif Mulai dari Bulan 
Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September yang 
dibayarkan seriap bulan berjalan berdasarkan 
daftar hadir Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat 
Negeri dan Negeri Administratif 

(3)Perangkat Negeri yang dibayarkan Penghasilan 
Tetapnya adalah Perangkat Negeri dan Negeri 
Administratif yang telah diangkat dengan surat 
keputusan KPN dan Negeri Administratit 
berdasarkan rekomendasi persetujuan 
Pengangkatan Perangkat Negeri dan Negeri 
Adm1n1su·AA+�Pc-ara tcrtulis dari Cc1mc11 se1empc1t. 

Perubahan 
Negcn (APB 
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BAB VI 
PENGGUNAAN 

ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIH 

Pasal 1 3 
Aloknsi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang 
ditcrima oleh masing-masing Neeri dan Neer 
Administratif pengunaannya dianggarkan dalam \Pp 
Negeri yang diproses dan ditetapkan sesuai ketentuan 
yang berlaku 

Pasal 14 
(1)Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 

digunakan untuk: 
a. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan 

Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif 
serta Perangkat Negeri dan Negeri Administratif, 
operasional Pemerintahan Negeri dan Negeri 
Administratif, tunjangan dan operasional Saniri 
Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri, 
insentif Rukun Tetangga (RT dan Rukun Warga 
(RW), clan 

b. Penggunaan kegiatan lainnya sesuru kewenangan 
Negeri dan Negeri Administratif yang ditetapkan 
berdasarkan Musyawarah Negeri dan Negeri 
Administratif. 

(2)Skema penggunaan alokasi dana negeri untuk 
pembayaran penghasilan tetap KPN clan 
Perangkat, pembayaran tunjangan saniri negeri/ 
diatur sebagai berikut : 

a Pembayaran Penghasilan Tetap clan 
Tunjangan Saniri Negeri/Badan 

Permusyawaratan Negeri dan Negeri 
Administratif dilakukan pada penyaluran 
lokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 

Tahap I selama 4 (empat) Bulan yaitu Bulan 
Januari, Februari, Maret dan April yang 
dibayarkan setiap bulan berjalan dan 
dibuktikan dengan daftar hadir KPN dam 
Negeri Administratif. 

b Pembayaran Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Saniri Negeri/Badan 
Permusyawaratan Negeri dan Negeri 
Administratif dilakukan pada penyaluran 
lokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 
Tahap II selama 5 (lima) Bulan yaitu Bulan 
Mei, Juni, Juli, Agustus dan September yang 
dibayarkan setiap bulan berjalan dan 
dibuktikan dengan daftar hadir KPN dan 
Negeri Administratif. 

c Pembayaran Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan Saniri Negeri/Badan 
Permusyawaratan Negeri dan Negeri 
Aclministratif dilakukan pada penyaluran 
Alokasi Dana Negeri clan Negeri Administratif 
Tahap IHI selama 3 (tiga) Bulan yaitu Bulan 
Oktober, November dan Desember yang 
dibayarkan setiap bulan berjalan dan 
dibuktikan dengan daftar hadir KPN dan 
Negeri Administratif. 

6 
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(3)Penggunaan Alokasi Dana Negeri untuk kegiatan 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b digunakan untuk: 

a. penyelenggaraan pemerintahan, 
b pelaksanaan pembangunan; 
c. pembinaan kemasyarakatan; 
d pemberdayaan masyarakat; dan 
e penanggulangan 

mendesak. 
bencana, darurat dan 

Pasal 15 
(1)Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang 

digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan 
Negeri dan Negeri Administratif diarahkan untuk 
menunjang operasional penyelenggaraan 
pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif. 

(2)Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang 
digunakan untuk penggunaan kegiatan lainnya 
dalam hal pelaksanaan pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat dan pembinaan 
kemasyarakatan diarahkan untuk 
a. Perbaikan atau pembangunan sarana dan 

prasarana pemerintahan Negeri dan Negeri 
Administratif atau fasilitas umum Negeri dam 
Negeri Administratif lainnya yang tidak dapat 
dianggarkan melalui penggunaan Dana Negeri dan 
Negeri Administratif; 

b. Penguatan kelembagaan Negeri dan Neger 
Administratif dan kegiatan Negeri dan Negeri 
Administratif lainnya yang dianggap penting dan 
tidak dapat dianggarkan melalui penggunaan 
Dana Negeri dan Negeri Administratif; dan 

c. Mendanai program-program atau kegiatan- 
kegiatan lainnya berdasarkan kewenangan Kepala 
Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif 
berdasarkan hasil Musyawarah Negeri dan Negeri 
Administratif dan telah ditetapkan delam RD 
Negeri dengan Peraturan Negeri. 

Pasal 16 
(1)Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 

diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan Negeri clan Negeri Administratif yang 
meliputi : 
a. Penghasilan tetap clan tunjangan Kepala 

Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif serta 
Perangkat Negeri clan Negeri Administratif; 

b. Operasional Pemerintahan Negeri dan 
Admin is tra tif; 

c. Tunjangan dan operasional Saniri Negeri clan 
Baclan Permusyawaratan Negeri; clan 

d. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga 

"All 

Negeri 
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dan Neger 
pada ayat (l) 

Negcri 

Badan clan 

(2)Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah 
Negeri dan Negeri Administratif serta Perangkat 
Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah penerimaan 
sah yang diterima setiap bulan olch Kepala 
Pememtah Negeri dan Perangkat Negeri yang telah 
diangkat dan dilantik oleh pejabat yang Derwenang 
sesuai ketentuan yang berlaku dengan 
membuktikan kehadirannya pada setiap hari kerja 

(3)Pembayaran Penghasilan tetap bag KPN dan 
Perangkat, dan Pembayaran tunjangan Ketua, 
wakil ketua, dan anggota saniri neger dlakukan 
berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah 
Nomor 05 Tahun 2019 tentang Besaran 
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah 
Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat 
Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten 
Maluku Tengah dan dianggarkan setiap tahun 
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negeri dan 
Negeri Administratif. 

(4)Operasional Pemerintahan Neger 
Administratif sebagaimana dimaksud 
huruf b meliputi : 
a. alat tulis kantor (ATKJ; 
b. benda pos; 
c. biaya pemeliharaan; 
d. biava listrik, air dan telepon; 
e. cetak dan penggandaan; 
f. sewa perlengkapan dan peralatan Kantor; 
g. makanan dan minuman rapat; 
h. pakaian dinas clan atribu tnya; 
i. perjalanan dinas; 
j. musyawarah Negeri dan Negeri Administratif; 
k. pendataan Negeri dan Negeri Administratif; 
I. pengelolaan I nformasi Negeri dan 

Administratif; 
m. tunjangan/Insentif RT/RW; 
n. operasional Saniri Negeri 

Permusyawaratan Negeri; 
o. pengembangan sistem administrasi dan informasi 

Negeri clan Negeri Administratif. 
(5)lnsentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( J) huruf cl 
adalah Bantuan Keuangan untuk operasional 
lembaga RT/RW dalam rangka membantu 
pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, 
perencanaan pembangunan, ketentraman clan 
ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat negeri. 

(6)Pembiayaan operasional Saniri Negeri/BPN 
dianggarkan dalam APBNeg dengan memperhatikan 
kebutuhan operasional Saniri Negeri/BPN antara 
lain 

a Jumlah Anggota Saniri Negeri/BPN; 
b. Indecks Kesulitas Geografis; 
c. Luas Wilayah Negeri dan Negeri Administratif. 

44( 
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(7)Pembayaran insentif bagi lembaa embaya 
kemasyarakatan dan insentif lainnya untuk tenag; 
pendidikan PAUD, dan tenaga keschatan van 
melaksanakan tugas pelayanan «di postu/ olindes 
ditetapkan dengan surat keputusan KPN den;t 
memperhatikan kemampuan Keuangan Neperi dam 
Negeri Administratif; 

(8)Pembayaran insentif sebagaimana cdimnaksud pad: 
ayat (8) dapat dibayarkan melalui Pendapatan Asli 
Negeri dan Negeri Administratif yang di anarkan 
dalam APB3Neg sesuai ketentuan yang Derlaku 

BAB VII 
PENGELOLAAN KEUANGAN 

ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF 

Pasal 17 
(I)Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dikelola 

berdasarkan azaz-azaz Pengelolaan Keuangan Negeri 
dan Negeri Administratif yaitu : 

a. Azaz transparan, akuntabel, partisipatif, serta 
dilakukan dengan tertib clan clisiplin 
anggaran; 

b. Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri 
Aclrninistratif clengan mengacu pacla 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa clan Peraturan Bupati Nomor 35 tentang 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan 
Barang clan atau Jasa di Negeri dan Negeri 
Administratif dalam Wilayah Kabupaten Maluku 
Tengah. 

(2)Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan 
dalam masa l (satu) tahun anggaran terhitung mulai 
Tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 
Desember. 

Pasal 18 
(1)Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif dilakukan 

melalui tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan. 
Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. 

(2)Bendahara Negeri dan Negeri Administratif melakukan fungsi 
Penatausahaan atas Pengelolaan Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif. 

(3)Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBNegeri 
dan Negeri Aclministratif wajib didukung dengan 
bukti yang lengkap dan sah. 

(4)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Negeri dan 
Negeri Administratif atas kebenaran material yang 
timbul dari penggunaan bukti dimaksud. 

k 
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(5)Pengeluaran Kas Negeri dan Negeri Administratf yang 
mengakibntkan bcban APBNeeri dan Negev 
Admimistrtif ticdak dapt dilakukan sebelun 
Rancnngan Pernaturan Neeri tentanp ANeer 
itetapknn menjndi Poraturan Neper dan Neg@ri 

Admimstratif 
(6)Peneluaran Kas Negeri dan Neeri Administratl 

sebagaimana dimaksud pada ayat (34, tidak 
termasuk untuk Delanja pegawai yang bersifat 
mengikat dan operasional pcrkantoran yang 
ditetapkan dalam Peraturan Negeri dan Negeri 
Adm1stratif. 

Pasal 19 
Bendahara Negeri dan Negeri Administratif sebagai Wajib 
Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, 
wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan 
pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai 
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB VIII 
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT 

ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF 

PasaJ 20 
(1)Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratit 

dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat 
menyampaikan laporan realisasi penyerapan damn 
capaan output Alokas Dana Negeri dan Negeri 
Administratif Tahap I, Tahap ll dan Tahap Ill kepada 
Bupat 

(2)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun 
sesuai dengan format sebagaimana tercantum 
dalam lampiran II Peraturan Bupati ini dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

(3) Selain laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 
tahap I, II dan Ill sebagaimana dimaksud pada avat 
(1), Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif 
juga wajib menyampaikan Laporan 
Pertanggungiawaban pembayaran penghasilan tetap 
atau tunjangan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri 
Administratif serta Perangkat Negeri dan Negeri 
Administratif, tunjangan Saniri Negeri dan Badan 
Permusyawaratan Negeri. 

()Camat dapat memfasilitasi percepatan penyampaian 
laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Alokasi Dana Negeri clan Negeri Administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5)Camat wajib melaporkan Kepala Pemerintah Negeri 
dan Negeri Administratif yang telah berakhir masa 
jabatannya dan telah clilantik pejabat yang baru 
kepada Bupati. 4k 
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Pasal 21 
Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri dan Neger 
Administratif tidak atau terlambat mnenyampaikam 
laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 
Bupati dapat menunda penyaluran lokasi Dana 
Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan 
disampaikannya laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Alokasi Dana Negeri dan Neer 
Admmistratif 

BAB IX 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIH 

Pasal 22 
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi alas 
realisasi pelaksanaan lokasi Dana Negeri dan Neger 
Administratif chi Rekening Kas Negeri (RKN] 

Pasal 23 
()pabula dalam pemantauan atas penggunaan 
lokas Dana Negeri dan Negeri dmmistratil 
ditemukan adanya keterlambatan taut 
penundaan pembayaran penghasilan tetap dam 
atau tunjangan Kepala Pemerintah Neger, 
Perangkat Negeri dan Saniri Negeri dan Bada1 
Permusyawaratan Negeri selama I (satu) triwular 
atau lebih maka Bupati: 
a. Meminta penjelasan kepada Kepala emeritah 

Neger dan Negeri Administratit atas 
keelambatan atau penundaan pembayaram 
tersebut 

b. Memmta aparat pengawasan fungsional Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan 
pemeriksaan; 

c. Apabila dalam pemeriksaan tersebut «ditemukan 
adanva indikasi penyelewengan penggunaan lokasi 
Dana Negeri dan Negeri Administratif maka upati 
dapat menunda penyaluran Alokas Dana Negerm 
dan Negeri Administratif tahap berikutnya 
berdasarkan rekomendasi aparat pengawasan 
fungsional Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

(2)Apabila sampa dengan Akhir Tahun Anggaran, 
Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif belum 
dapat disalurkan oleh Bupati karena keterlambatan 
Kepala Pemerintah Negeri dalam menyampaikan 
dokumen persyaratan umum penyaluran, maka 
sisa lokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif 
tersebut menjadi SiLPA Alokasi Dana Negeri dan 
Negeri Administratif pada RKUD. 

(3)Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah wajib menganggarkan 
kcrn bali SiLPA Alokasi Dana Negeri clan Negeri 
Administratif yang tidak disalurkan pada tahun 
anggaran sebelumnya. 

(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran 
berikutnya. SiLPA Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
Administratif tidak dapat dianggarkan lebih dari 1 
(satu) ta.¼7)crikutnya. 
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(5)Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif 
wajib menganggarkan kembali Sisa Alokasi Dana 
Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan 
APBNegeri dan Negeri Administratif tahun anggaran 
berikutnya sebagai dasar penggunaan Alokasi 
Dana Negeri dan Negeri Administratif tersebut. 

BAB X 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 24 
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Maluku Tengah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri 
administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2021, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XI 
KETEN TUAN PENUTUP 

Pasal 25 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal 
diundangkan. 

memerintahkan 
1111 dengan 

Kabupaten 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati 
penempatannya dalam Berita Daerah 
Maluku Tengah. 

Diundangkan di Masohi 
pada tanggaJ 3L Desember 
/sE��� PAERAH ( LUU TE 

. '< .,0) ta.A. 
44 

«Aki% %sis 
· XU 

BERITA DA~RAH KABUPATEN 

Ditetapkan di Masohi 
24 Desember 2021 
reo(4A 

MALUKU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 94£ 



 

LAMIRAN I PERATUAN BUPATI MALUKU TENGAH 
NOMO aoN 20? 
TANGGAL DFSENDER 20? 
TENTANG TATA CARRA PEMAGIAN DAN PE NE TAPAN RINCAN ALOKASI DANA NEGERI DAN NE GERI ADMINISTRATIF 

KA8UPATEN ALUKU TENGAH TAHUN ANG6ARAN 2022 

7 

476.424 000 

426 107 00O 

482 906 00O 

429 681 000 

435 178 000 -- 

652 784 000 

s23 31 coo] 
534 240 000 

4s1712 

z.= 
22524 0C] 608 574.00 

ssvu 3] Go 9+6 coo 
61+210] 527 124 00o 

+966s} 434 650 00O 

cc] 
ii01.af,IH21 

00g-; $ 

¥ Bee 
ar__.,�] ooo.; I 'i\'J;'.77':?"-1 
JC.:,ll 

\JOOG t00229JIU 
ll•X'J61(1'}..Ulo00!,.I� 

O ""I O ')(IO I () OOSIQJ-3.le 

0003 0OCJCI l �002.t9272J 

0906/ 0000 0002799597 

0ool 

0 f 

I 
' l 

J 
·l : 

,, 

., 

' 0 000 

000o 
+ 0900 

' 0000 

I ,.• I ,, 1,!.�•§--17• �--:J:·o"SF �n 

]}+[I7Tr'' +{ 
1�1 co1"] ocoo o,:,u�.&1 .-0 r.i.a nr.i 

de2€ 

€ 

6 

¥« 

Jurtr ea9it egen 

00010 

0 000+ 

0000° 

00 

000? 0.0006 

000.35, 0 0007 

OC,US/t 00011 

00046] 0.0009 z5 
00073 

00015� 

000% 

•V,0371 
000A 

0 0039 

00048 00010 

KG 

--·-··1 ·•-'"' co 

l 
a 

Coo. 

0002] 000.» 

00103] 0001 

0<JC11\ ' o....,;c,. �- n: -: 
0 0022\ 000A M4264 

0.0010l t 0002l 2%6as 
0014lt 

00029\ :...��::..; 

oooool 000001 ,,, ... ., 
0 0000 0.0000 A87216, 

l 

0r1,4 
0013+ 00ol 

las waeat 

� ·;:,1 
dwe s' 

1 @rit 

Mr86l 

' ·ors« 
0.2«01% 

0 0+0r4] 

446, Al 

9 

0 9081l + 

0.0028\ 00007 

0 020. 00005 

)\•,1 I 0- ,;).I 

€ 0i 

- 

t) 

10 

' ow]" 
060 000r 

063, 

0038 0008 

A14 

' 
0 .,.,,I 0001 

0000 

X 

; 
l 0 

0tl 00oAe 

00010 

·1 
I e 

·�1 ' 
·1; 

185 04961 

es « 

85 049612 

rue 

Nara Ne@en 

K~CAAMAT AN A4MAHA 

+ Me" 

t--t----·- '---+---'--+--4� � 



 

46 30 

44 14 000t 
4 

__ .... 
# 

; 

cc 

os] 
6C 0oe 

,: 

r' 

006. 000l 420ssr «101% 

.al=] zu] i. 
r] aossl sosc] oaoor «sos es so ooo 
'.ssc'sarsscal oe+4s.ooo 

) 

0.0o0] 

oos/ 

4 

00€ 

0x¢ 

005 

"''l ,.,,, � 0005 0000 

00cs] ooool 
0 005 0000 

. ' 
005l 00 

o±' 

0 '·"''-1 , • ' : 0 00s 

0± 

»» 
• a 

·l 

l 
l 

6 

4, 

6onto! 

60t 

5, 00oor' 

' oe1, 00o1 

00o42\ ¢0oe 

0.0060] 00012l 

'"""loO()Qai 
0 009\ 0.0008 

+0 

et] 

046] 

0007 

] la Perr-gt Mo � - 
-.J l-- tee 

eel. 

I 

«l 
·el 

I 
f 

-··· 

» 1, 
0 

' 00004\00901] 

OOC'l'.JJ 00.1(•11 
0 0003l 0001] 4+ 

OY.IJ-lr or•Y•1! 

006/coo»i 

I 

lua way.a 

0 

oc0I «0e±1 

l 
I 

b 

0033 €008, 

U i•>:.! l•L>O-- 

o ,,, ,I"""° 29 00007 

6 (ll)J9'l Cr.OOlC 

G02G 0.00 

0 0007 0.0002\ + $56700% 

) 0.0015% 0,0004 

694 00012 0,000.J/ 254930444 

74 0GM6 

4 09021 00005. 2910750 

00&4' 006.2 

,1(1(•2� 0 �1 ooc,,{ !}'JOO� 

0 i)()5ll U 0013 

0 0020 D 000 

000191 00004 

00013l 0.000.J 

0 0034 0.000 

0.0022 0.0004 
6016] 0 Goo 

004/ 0000€ 

et 

]S:,04�012 I 385 049612 

3851651 
I 

�to:, u-1<, Ll, I 385 049612 

385 049 6 

385 049612 

385 049 612 

385 049612 

A ols Oasat 

Leite 

Koon.an 

Nara Neg6ni 

,ege 
« wee 

1 gen 

o 

,<,e 
j?Iese 
]24Iese 

2slger 

lea 

-,-------,,-•--1- ------------- r=_Ly 
o! z .t 

he 

}_i "ill11I l"I" [ECAMATAN TEON NL A SF [ 



 

Alo Geerdes.an oral. I 
Jui Pd .4. ts ht.at KG et fer.ng.t gee [urn Sar.ePN fl. Dr. 

No Mn.e vols Dar 

=l. 
A.a0. left I -L. fee.bo    ·- e0 44 .  · foe.  l«H 

e  of ·- ·- et le hoot 4. . ho · ··-· .=:   ... I 
we 

d Got    I 

' 7    I 270 1 
et 23+6BF 4+1+2 3 , 5 • ' # 9 10 f ? ,, ,, 5 ,, " 1# 1$ 1$+1+ 

'" fCAMATAN SE RAMM UTAA  J Megen var 385 049612 e4 00161 0.0032 65 0 009 0 0024 20 1,2664.22 0 0029 0.0006 # 64±1 0.0025 0000% 1o' 000% 000 f 0 0G 0000 0007666971 -,,vi 522 325 000 

32 gen Ar Be. 85 049612 
-� 

' 00G 0000 G006.22tr ft42621 496 492 000 1074 0 0028 0.0006 18 00032 0 0006 10 63.061 0 01g0 0.000 4307 0.0058 0 0012 • .0 0 000      5.6ore] 3 Meg Pear 385 049612 160 0.004 0.0006 ¢ 00024 00006 ft 029 00154 00032 8912 0 0016 • 0.005 0 000 9 0 006 0 000 00064296.2 124 006 0o 509 08 00o 
 .    

3a4 Meg ah 38$ 049612 2329 00060 0012 512 0.0087 00022 74 2w0 0.05.30 06166 2698374 0 0070 0 0014 • 000 0 60 tf 0 00 0 00 00162%066.5 29f6a4 79%1 676 734 000    eounl  
35 lg Ko 85 049 612 210 0 000 0 0001 + 0.006 0 000 092 00129 0.002s] .. 5% 0160 0 00¢ $ 000 0 ' 0 on 0000 0006.0486O 498 720 000 

6 Mer kc- 38$ 049612 4 0 0006 0 000 0 0.0035! 0000]e "' 000 0000l + ' 00105 oo] »] 05 0 007[ 0 000421r47 $51$262 460 565 00 
I 7 et fee 85 049612 eo 00012 00002 M 60.a4 0qt $ ] 0 )00.4 _, 0 00r, 9 ' +) 0o 0 00572%4 2 631+2l 487 613 00O .. Meger le 36$ 049 612 b 00017 0000. of 061% C 0,,.,c,..,! to :1!',C,:,. 00209 6 ' t et 0000 0 pool • I ,,, , 1' ,,, I 6a2«6» + 2a 7al 507 3112 000 

-J 
I 

39 lg funs.olt 385 049612 c5 0001 0 000. 06014 00004 A@4 60317 0006J 0�1 � .. l\,Y G 0Gr 0 00/ •I 0 00 9€- c 0oo G 00617212] 46 2024l 531 370 000 .. 
0 

00191 I oorr6] 4 
40 gn Sae 38$ 049612 3760 0 009 6 0010% 6002 4# 0006 0 005 4€0r, 0082 0 o1%] 9 0 .. 09 ¢ o0 «e es6] 24 468 00O 

I al 4f le ew 285 049612 72 0001 0 0004, sf 0 000 0 " .. G 00r '001+, f G 061$4 8 ¥s € 0¥ 0 00.8sD¥ es ea6rs, 454 042 000! - ooorl -�,,1 42 Neg • 38$ 049612 116 0 00 d 00626 000 ...... 0018 0 02 ,� "I f,f.•J.Jli 0 000 el € 0ul Gu oars «ey 4$3526 000 
f  I 

4.J ig Mn.a 385 049612 • 0 002 o 0oo 6 000f 0000 es. 001rt 000.a 2er% 0010 0002f e' 00 ,, ... , 005l 0 00 
•=�" '\ 1t 1422l 502 204 0CO �  t I ·] 4 

4 gen Sol 38 049 612 00DO4 0 000 8 000$ 0000Al f ' • 006¥ 0 06 ' � 'j 
000 0001% 'L 06 09 00 0006.29O 2762 62 497 6312 000 ,- ... l 

• 
4 lo fir.. 34 049612 6 0 0002 0 .0000 ... 0000 00on, 0011% 0.0024 0 3433¢ 06101 0 002 

:t 
05 0 ,.,.I,___., 0041320 $4$13303/ 480 163 00   �   ·- • ' .. lg atoo 38$ 049 612 60¥ 00002 0.0000 3 G 000T 0 000 2 00r4 0 0015 $2 6774 01to 0 0022 )005 .I 0 00' 690 .}Q0.15.)1!.641 1 137 1%6, 466 187 000  f  ; «] l.&.l\11� 

4 tge Stell 38$ 049 612 26 0 000 0 000 "' 0 0023 0.0006 u••:1 00249 6.0050 ney 0.007$ 0 001s 0 00 9] 006 0 0to 000r996.2r 526 221 000 �  o oool l 48 Mn Mel 38 049 612 '" 0.000 0 000 57 06010 0 0077 00015 ., ..... ,,l 0008 0 0016 200 A' . . "''\ ',,, 0 00411224] r 6o ml 458 680 000 

4 i Open.g 385 049 612 167 0 0004 0 000 .' 0 00O4 oooorl " 0 0024 0.6005 ac 1,2% 0 0060 0 001€ al • 090 ·y 0006 0000 

0 ""'""1 4 « 1%] 439 412 000 � �  ··--- • ' $o g" long 38$ 049 612 6 0 002 0 0000 2 000O4 0.0001, t 00021 0 000 39636 0.043 0 001f •, 005 0 » 'I 005 0 000 0 002325724 416464 426 691 000 �  ' 



 

Alokas Berdasaha F orrula 

Jurrla Penduue Juart fr«du kn las Wida at KG Junta Peng«at iegr ]ta Sar eePN, 
+ 

a Aloi.e Du. No Nana Negott Ao«as» Oasar 
ls [vs ·---· I i I Ao.a eq Per lf - - . 4 -- ·- Foul JUmlah - Luu -- - ••••ouoa• t.. Boot .. .. Bobot l. ob Kewl,ta" 

-- Bobet -- w . . be ·-- -·- - ht wt.at oqrfi ea - - -- - 
f 2 " r a I "' I 2 I -n-] 2+e- I -2 3 d 5 ' 7 8 9 10 f ? J « 5 1 

-- ' r 
IV KECAMATAN BANDA 

1eo:31;:I 

I - - - -- -- I ± 51 Megen usata 385 049 612 210 0.0054 0.0011 8 0 0014 0.0004 246941521 0.0035 0.0007 0 0024 0 0005 9 0.005 0001, 0 

= 
447 036 00O - - - ---- - ---- --- - -- ' 52 Megerl Dwiwrgn.a 385 049 612 933 0.0024 0.0005 22 0 000-4 0.0001 25$3080444 0 000 00001 30 8071€5 0.001 0 000 3 0 005 000 424 127 00o �-- ------ -- -- -- -- �- - -- l -- 

53 Megen Medea 385 049 612 866 0.,0022 0.0004 18 0.000. 0.0001 6 3870689 0.0009 0.000.2 41,876528 0.0056 0 001f 9 0 005 0 001 0.005 0000 0 0025a9s2\ 46 7307 431 423 000 - - - - - ·- --- -,- � - --- - I ors! res s] -- 
54 lee Raga.li 385 049 612 916 0,0024 0.0005 + 0.0002 0 0000 5477243 0.0008 0.0002 46, 63354 00062 0 0012 9 0005 0 001 6l 004 000G 432 489 000 � - ---- � - - -- - --- C-- I--- -- --- ; 55 Nege" Kppug Ba 385 049612 306 0 0079 0 006 42 0.0007 0 0002 10,5822081 00015 0 0003 4098 0.005± 0901 ' 0005 000 '· ooes] ooo' 00057/ 4sal 455 125 C00 - - - - -- L f f 
6 eget nu' 4tta 38$ 019 612 6 0.0018 0.000 "' 0.0020 0 0005 29434146 0 0042 0 0008 d SN 00462 0 0o1 o, 0005 ... , 

5 .00 yJ1 4St 4511R 0rp 
- - 

57 Piece L-iron 385 049 612 10 0 0054 0 0011 8) 0.0014 E 0014J 0.0029 32 or4 000e ,, 0r= > 4 �-,,. ±°+ 492 742£t0 

ss - 
huge Loot»at 385 049612 Joi, 0.0095$ 0.,0019 1 0,0020 0.0:6 00011 06, 49- 062 0.0012 8 0 005 « r • C±±.±31 S 1s 48.3 987 £0O' - - - - - I 5s Meger tau y 385 049 612 1533 0.0039 0.0008 214 0.0036 0,0009 18 203121 0 0040 0.0008 480 0 00&A 0 0013J ' 0 005 D' 65 ¢ 0 04.14 44 ±5 465 4G8 0CO ---- - - --- - - - l 

' 50 Megen Fuda hue 385 049 612 1526 0.0039 0.0008 35 0.002J 0.0006 24 413 00035 0 0007 403558 0.005-4 0 001 8 0005 0 ·e - .. Nortz,e -2r 45s3819 00c - -- - - 

' Nee Tana Rala 385 049612 44 0.0022 0.0004 70 0.0012 00003! 408474597 000o6 0.0001 ,- ' ' 0 002 0 0008 8 000£l 0 + + A � 427 092000 -- - - - 
62 Mee aet 385 049612 14.3 0.0037 0 0007 6d 0001 0.000. '482083 00021 0000 d 14 000t5 0001 3 000$ .- '" .. . ,_ -- .~ • +405800o --- - I 
65 Nege onyue 385 049612 422 0.0011 0.0002 42 0 0007 0 000? 17 426132 0.0025 60,0005 4..0f 0064 0.0013 8l 0.005 0 - ee e; 4J6 536 000] -- -- -- - - --- -- - - t 

+2s s7¢ cco 6 vegen Dender 385 049 612 4 0.0002 0.0000 15 0 0003 00001 +18,24079 0.001 0.000.3 &0l 0 04s 0 0012 t 0005 0+ " -,, .0$ es A - ------ -- - - -- �- liso] - - •L 0as 66 itge Lautaa 385 049 612 4 0 0004 0.0001 33 0,0006 0 000 '141392 0,0G16 0.000 00016 00015 0605 0 t€ e27+7% 41±.42 433573000 -- - - - ---- --- -- -- - - t 66 Negen Long Tut6a 385 049612 152 0.0004 0.0001 72 0.0012 0000 +62794715 0.0026 
0000, w=l 0 080 00016 9 0005 0001 / �, 0¥ 02021031% +±±3es 442525 000 -- - ---- --- - - -- 
0.0o1ol 3s ·0 

- � - 
67 Negenl Walling 385 049612 616 0.0016 0.0003 173 0.00.30 0 0008 341210913 0.0048 0.004r 0 0009 9 0005 000 09s, 000» 0004755$,5 2sl 452 2$2 000 � - Spat+tr ---- - - 
68 NMegen Cort 385 049612 36% 00010 0.0002 87 0.0015 0.0004 31299035 00044 0,0009 48 0991 0.0064 0.0013 0 0 00s 001 eos/ 0cool 000150190.2 £& 4417$1 000, - - Kasstore - ----- ___ ,__� ----- - - ' ' . 



 

R war Fon 
>- I e 

u4a Per dud %a fee l0as way ( ( � et. .tee • f 

Nona Neg ,� .. ,o.-� 
___ 

r 
_.,, r - r .. - ........ - 

to l. 
_..,_., , ... 

oeot ·- I, .• ...,_' � ..... --;', t, •·• ... � ... . 
+ L"" - - rd ; • I ''['I " t r 

V FCAMMATAN TE HOU 

69 0 , �� C •.1110..I 
I on e O' . 4 4s 6 

Nee Tetun 6at 3.85 049612 1. » 004 0 9' + 04 
I a • 4'?46# O0 

70 leg Mo. 285 049612 OM4 0 007\ 0.000l 004 001, »o' •: 0 00 00 066 o • 0% • 
rt Ng tarte 185 049612 1206 0,001, 0.0006% « 4l Go ow s 465 )004 0 0008 $44406l ow] o0el • 0 00 96 " % .. a � +e0 a ooof 

' 72 er to 85 049612 ta 000] 00or] w 006 00016j 308l 004 0 000 0'f 004 l 0006 0 ,,, a . ml 0 €o 
' 3 ge a e5 049612 4 pal 0ol r 09 t «al 009l 0 0012 644 . oo6 001 •' .,, w d ,. � 4i 

74 wet pt 85 6461, ,, " Ml ·~ 0 001 " - 
·" 0494 l + ±' 04 

[ Te 80461 7. 080] 0001% • -� � 
I 

111,·�•·, tea .,.,.., .., I s € ,. 007 ,. 0] 00or .,, , »oool 4 

$ 'Acer a/rat 48 049612 tl 001t 60¥ 0+ 0023] 0200 Me 6 001+ 4 

I I 

" FAMATAN APA A 
I ' 006004] 9 lee 6¢ 385 049612 ri 0 60as 0 -� 0 00 ' 4 ., 

J I 
8 lite" pet 504964 " 090%, 0 ooon, o • ... I 0o J �•.1•1 , 

I ' -.I ' ,, t' "'I•' 
ere 285 049 612 4$ 6 08 000 •· L00 00] 0002, 00o is. 0001% 0o l s �· 4 ; ' 2Neer t 65 64961 • 0018 6 2a 6 6 0049 n 0 0M4 0.0009 9rs 0ad 00o 000 D 

oonl ' 6.J Ng oo 385 049612 o, 0 0067 0 001 0 001 0 002c ·•'- a 0 06. 766% 0 0arl 0 000 ,, 
0] ,, 

l + f 
• er ult 38$ 049 612 ·05sf 0 002 0 0005 6 0004 0 0004 1o» 0 0017 0 0o0 0456,3l 0004¢ 0 00O 0sf ,� � + 
es lo ' Sapara 38$ 049 612 0/3 0 0079 0 0016 6 2.0028 0 000 4658,25 0002 0 0004 4 sets] 00016 0 000. 005] 0 ,.._. ' w. 



 

4A 

4C007 CCC 

0275 000 

4 706 0OO 

4r651 0cu 

-�1 ·-· 
000 0051.007 
ssoloosror 

60 Mc6 

A8 

·-. :5 
, ·00s, 

·-· 

" roeeogaet an tan Saree.eel 

-�-:::- r -· I=-- ·- ·�- 
,. r ., 

• 

068l 004 
I 

601 90 
I 

% ,- 

l . ..,..._ , +---1----- - .. 
.,..�I )oc.8010(;1.' ., � 0 .,,,� J,Ql\>l 
6l O020] 00005, 1+ 9 OO184 000] %+ 

' �'I 00019 00010 18��/COH 00016! OO()Cl!,,I �.,�- :.J'>' 

lll' Of,}<1�100011 •• 1J'141' OOOJ-11 oooor 1 ...... 1 01,,-, 

00011] 0000] 48i,1/ 000214 00004, et] 0u., 
' 100. oo»el 

0 

,01 Oj" j ) t)(IJ, 
9,0ooop 
0 l 0 

00059/ 0001 

0.0060l 0 0012 

,,)O�I ()"-01,; 

' O00/0/ 0.0004 

., - $$011, 

4 t, 

385 049612 

7" 

9Ie 
pew 

95 tee 

94 Mae 

0 Ng Saree 

lo 

st 

• 

l 

0Ce boo! 

'"'"''1 OJo.Xlill 
0061/ 000t2 

€0032 00o 

8) 0017\ 6 

""L'\ I ooou\ ,,� 
QC,.�!, 0(.()09 •••&JI'. �1 
0174 0004 ++ 

068' 00009 ¢. 

64 00027 0900 6 

' 30] 00052 0 0013] 1. 68 10] 

07] 004, ¢00 

00,++! 04 

•l.Y,) ·,04 

<)(l'}!I 00?15,I 
,:i.:,,oi;9, 0001•1 
O 029sl o 006c 

385 049612 

385 049612 

38$ 049612 

850492 

w ] 
Vt ECAMATAN SA A+40TU 



 

533 805 000 

492 938 000 

502 908 000 

556 622 000 

485 169 C00 

510 267 Cc0; 

s14 414ca0' 

14 602 L00 

597 05'CCO 

46161st0o 

' +4a 135c00] 

-50 910 00G] 

::: :!: ::1 °1 
426 454 000 

425 169 000 

424 104 000 

oe2± a$ 
I 

254±9 

17 57252 

0.Rei= 

' 00045821 

005 + 

,I 

l 

• 

aw 

0 07 00 

0007 0001 

0006 
, 00• I 0007 0001 

¥ 56or, 

Mu 09 

08 

6 " 
), :1 

' el 
i 
I 

0 + 0 

u,·-\ •>)f 
es 

0 0N 

005 0 00 

sl 00 

00sl 0 •li!O: 
005 00 

al ......... -··· Tio 

rob... 
1275s26+ ' ·l 6,o 

0 000 , 
000 ol 
0006 

"i 1 O 

++ 

IL 

eta 
Geo+ates 

Alo«ss[er«awn @" 

Ju"'"'" Pc•a,")Ul NfSS<!1• lJu,nw, S..,,.,, �- !lFN 

0015 600 

• 
we] ! 

)06 0 003l e ' ol • ' 0611, 06002 421 0046l 002s] ej 
0012' 00002 ',.,, ___ ,I ' 05ol 

'"""\ ·l 

'"'2'\ "'" ,, �"· I 0445 0 003 s 
008I G.0002 40027.1 ""'[ € 00 

00009\ 6.0002 355€251 00047 0DC 
l 

00+ 1l 60+ 

.1.1 
. 

0 0005 00001 -• Cc�• I 0 04 

0 0004 G 00 ,., .,... ,.I 0.00A7 

0 0004 0.000 3.288425% 00614 

00050 00010 es1, oozl 
' 00094 09o 4ti ' 00o! 

€ 9u.. ' y»± 4 .I 

las w4ayah 

g 

6.G00 

ooo] 
0.0002\ 7838 54, 00009 

54 90025 0.0006 88 22- 

.l 0.000sl 06o1/ er6sl 
+] 

]4 00006 0000115''G1'.8:>\! 

54] 0,0G09] 00002\ 6 4£8461,4 

2€3l 00050 

6 

00146 0 0029 gr 0 016 000.1-:1 35?7r-,f.-)! 

00119 00074 40¥ 0 0069 0.0017} 26222199 

0.0130 0.0026 487 0.008J 0.0021 27293536 

00140 6 0028 g 00162 0.0040 35277602 

0018 00024 e 00±4 0,0011 2993el 

0.0203 0.004 00075 000, ·, E 

00102 0 0020 ,; 0911 cl , .. ,... 
I 

0012 U0$ 0080 

:::1 
a• I 

0015 0.0015 01go 87el 
00066 0.0013 05023 000 i° 
0009t 00019 6 9G45 o.0or%] 

' 

314 00009 0.000.2 

7734 000201 0 00G4 
�- 

99l 00015 0003 � 
542\ 0.0014 0000.3 �- 
30%l 0 0008 0 000.2 

7570 

Jurnlat Pendudue 

365 049612 

385 049€12 

385 049612 

385 049612 

385 049 612 

385 049612 

385 049 612 

385 049612 

485 049612 

385 049612 

385 049612 

- 
85 049612 503 --� 
385 049612 5443 

385 049 612 

385 049612 

4el. 

KECAMATAN LE ITU 

Nrma Neger 

1 Megen Humnessung 

11 tNegen Aanala 

1 Neer. Morena 

105 Megen egeiLorna 

106 Megen Sent 

10 Neg at«tu 

108 Nee'i a 

109 Nager Wad 

o Nee tu aa 

10 4eget Aslut 
- r 

104 Megen Lhrerg 

X KECAMATAN NUSAL AUT 

119 /Negen Sida 385 049612 
1-t- -- 

120 Negeni Lento 385 049 612 ----- �- 

11d tNegen Arnett 
- - - 

15 Megen Tawau 
o 

116 tNegen Abubu 
-i--�- 
ft7 tNegen Aloon ,- 
118 Negen Natalia 



 

Alesi Bads Fort 

Jr Peddle eh Pou es KG 
T 

Au4 a+le --��1 wa wan l9%0gi.a4le 
No Nana iqo Al0wars0sod 

h: + ·�- ....,__,p,,..� 
c ........ a ob fee 

to.bet [0bot l oo et et 6. w et Gogh ... 
• • , 9 0 " ,, ,, 15 � ., -" 

,oo. r • 
" KECAMATAN S£RAM UT ARA BAPRAT 

2 leg ala 185049612 17a 000M 0.0009 ,,. 00060 0 0015 6426 00057 000' 45275 0 00s • - ... �- « 4 480 200 £CC 

± toe N894961¢ 160, 0 004 0.0008 8 00066 0.001 s26s4] 0 0040 0 0008 449a0 o 0oool 001 00 ) • , ..2. .A.±7° 480 355 CO0C 

au 85049612 60.3 0 0016 0.000. 61 00044 0.001 ·+ «»6] 0.00 0.0006 6 46 0 0048 00010 ., 300% 00oo "" � J -•...l�77S� 64nl1 452 923 000 

24 Neg P%. 385 049612 8 0 0010 0.0002 9 0 001% 0.0004 1609, 00024 0.0005 8096813 0 0051, 00010 8] 00 0oo] u 2 ' 0%24 4 14. 0o 

12s Megen Kw+olu Gt 4451 4, 00014 0 000. 6, 0.00'4 0.000 .183096 0 00 0.0006 4644 0004 0 00t 
., 0o 8a 6o $ 445 189(00 

126 Ng sea 485 04$ 6 €00 00006 0 005$ 014 48 » 00012 00»2 0a 1st 5.3 or 
1lkae Laba 01 0.060sf 0051 G ,_ .4 ""'· 
% Ne Gee G • of f 0OF 0 0009l 0o 00 ff of 66 00 6 

129 ego Lt«a es 151 2e 0.003. 0.000 2€ 00044 0 00f AC 0040 000] »p �- 619¢ 

' )0 Nege lretat.aT • 4612 0 009l 0004 6 0014 0 000 " 0 A 000 ' ·] 0 0 
,. 

t[Neg furn.atwee 38 064 +l 010] 0.0¥ 005 �· 4a 0@16 004] # o 
1 'get 4aa a 0 001l 0000! .., "' ' wt 

11 ege el uo e 94 000on 0064 0t 0t 00 0OM � 5 

'" fCAAMATAN 'FLU ftAPuT 

1ad Nge a. 385 04612 .60 0.0068 00014 , .. 00072 0 001% $ ' 8. 0013 0 000. 22 00a fuel ' t 4 

365 04%612 I 
135 ..... faeaare 4 0006.3 0.0013 .4 00106 ... ,, "-"- ... I 004 0 000 6 a.4 0 00. 0 00 $a475 

136 Mr Leg 3804g61 215 0 006¢ 0.0013 2 0 004 000111 
1 -�\.l.'71 0 003f 0 0006 2,22060 0043 00f el < -8 

137 eege Saha 3: 049 612 s% 0.0048l 0.0010 20 0.009 00010\ 62 470066 0009 0001% »30.18l Co 000 el 00u5 0o 4 9 2 
l I 



 

Alo8s Berdes F orrmule 

Jumn4at du(ae Ar ofuu the+ luas wtayah KG Juran Petargat Megee Jurin Saini Mergen9PN I Pa<JU .<Jokil.'il Oir>a 
No Nana Negev A oas+Das.at A0a Nee er ego 

0 o. Tua otot ferrruta t 

too tot ot u Bobo' esp Boot .a ... _ . Bobet 6..be 
ht.wt +we Geo9rahs 6 

2 3 ' 3 .. 20 
st +6SF 2e-31-2 

6 A 9 D t " J 1.5 r-re+ 

xt ECAMATAN LE ITU BARAT 

ti8 Meer Lao 385049 612 5159/ 0.014 0.0027 63 910¢ 00el 601(e 0 0049 0 0010 $ 36855 0004 0 0009 " 0007 0 001 " 0 0000 ·-1 14as52 050) ss 
139 N@gen Wal«tu 385 049 612 3270 00084 0.0017 48 000/6 0.0019 2863175 0 0037 0.0007 10 167233 0.0040 0.000f 10 0 006 0001 0 006 0000 0 005027642 r ms[ 492 973 000 

a40 Negev Ala0g 385043612 5230 00135 0.0027 40; 00069 0.0017 37013878 0.0054 00011 30 645767 0004 0.0006 0005 0.000 1 0 Go 0000 007160715 ,ze 2,, L'•I 513 261 000 

1«4l Negen Lt+boy 385 049 612 225 0 0058 00012 e 00045 0 001 577042 0.0039 0 0008 3.23250%1 00043 0,0009 0.005 0.000 0005 0 000 0 0016,739% 862171 468 081 000 

142 Ne@en th 38$ 49612 c20 00109 00022 c% 0011% 0)2 10'4 0 00AA 0 0009 271263 00034 0 0007 "I 0.006 0 00t ft 0 oo7, ( 900 007530188 1¢ ±6a $19876 000 
I 1 

0 KFCAMATAN TE1LT4 

ooo, 
.[ I 

4 truer tlat at 4' a0 0 , .. 0 4 ' 0F 6071 el • 0000 6, ,( .. ! r + e ' 456 595 (00! 

[1 ' ege Laha a iebos 0s t 44 0uo .,., .. l .J'J1 • oooo1+5+27%4 00073 01 6 0005 0 01 7l 00% A AH82152 re � 466 883 €00i 

45 Meqer Lal Jbll.i'>&ll 
\ ,:;o,n,j ., .. �� - I 454 531 0o} Ml 000¢ 00o06 s 000 00007"182 0.065 0Or 8 { 0.00 

:1 
� .., '0E80$6 -A8 EE 

' ' 2754' 46 N4en arnatau 65 0461% J 004 o=,1 coo:] 0 0001 9 »2ta 00.8 00016 8l 0005 ,.,,, r 00bl 434 416000, 

47 Neef ates 541 ¥16 60 6.6 8 00K3 4 6e 00rt 0001 ,i 0 006l 0000 • n +3 ' ., ·� 443848C00 

1 ·� .�. ,! .. ,.,,1- ' J I 
leu 29+1 103 00 ± e_4 000a4 002+ 0 O nl y= 501 ,, 521633C06 ,�9: f �"� aoeo � +% 00t o<• I 0) if A 06it2 

'""'f .,,,� 0002l 000% ,. o] 00% .5 6C +Ee ·4,726(00, 
I ·l 50Regen Tetua 6s g€12 2. 0006! out2 0054 14 o42£ 90061 383%° ,~·[ 000,01 '"'"t o,� . 

o- A&tE � ;-;, 472278CG0 
I I "'I"'"'' La.a 6t 04612 ·14 0001ll 

O'XrJ3 (' Yll'! C, :,._,051 � •" •·�. 0991 0006 5,26437 0.0069] 0 0o1« 

:1 
005 0000 GCE 0C - -,,,.,,nl Er 448010(00l 

205 09612 
t -s] cur2l 00018] Mee7±4 5es2l a.co+1] 0.00% 0 00s] 152tge olu 20'¢ 00052'\ 00010 LOA 009 001 005 060g 00543272 ~,  482 510 (00l 



 

55 882 000 

4a2 8-46 0OU 

449971 

43$ 752 000 

445 860 00o 

47844 COO 

4s606 , 

+56 7coo; 
:> IJ 1110 LUil! 

447 212€0o 

194ft0u 

+12# '00, 

1---- 
l# 

I 
f 

·6at, 
re 

% 
0 00, 000, 00a2a2e 

2006l 0 46 

ossl oool] o ooe-eel 
0 00l 6000] 00Lr7el 

f n 0a2 

2 

l 
0 

' 
' 

I 
0002 0001 

6 0046 ) 00 

00066 ooorl 

: 0 0o 

0 0 

6 .,. 
" e 

. ''I OOCC•O 
019 to 

0 0023% 0.0005/ 4° 64¢ 
I 

0 09t il 

' 0, 

0.0013, 0.000l 1 3087532 

0000Jl 0 0001 496379 

r 
--- -r 

Jorn±at Pedde e 4nod 4 
No Nara leg A 0as Dsa =I I 

4 -- =[5# •'•s,• I•• 6 o , 
' 

r,._, �--� 
' 2 ' • $ ' I 8 

x ECAMATAN SF RUT T/AMUR SETT 

15. lee Set 385 049612 2rs¢ 0 0071 00014 tee ool 0 00 - 
15 Megen 0besot 385 049612 24% 00076 0.0015 2+ 0 0040 0 0010 4 

155 leg watoping 385 049612 2106 0.0054 0 0011 14 , .... I ,.� 2 - - - 
156 Meger Tu0a.a 38$ 049 612 84) 0.0022 0 0004 ' 4 0 001#\ 0.0004 

157 Neg watt 85 64412 go 0005 06605 <, 09t7! 00004 ., 
158 @ 6a6 6, I 

loge wogutt e" 0 00 0 0 0o¢ 0 0 001 

159 eqef War.us.al 4t@ 001a4lox ,, I ' ' 160 Megen Tanah Metat 3185 049612 vy, 0 003111) ( ,c.1 .0938] eu I 161 Negen Aero.alee 6549612 2e 6 003 0 000 w] 601f 00f I 
162 Neget Nanto 8504' 61, . ' 0 001t 0002 I 00 " we 
16 gel lope@ Mlyo 8 94 ,,. Gl 0 0] 00oo ' ' 
16 ieqee w0nos \ 04+6 I 0 0o008] 0900 t 



 

455 10 U0 

444 48CG 

538 50 0O 

+68 4Jc00 

422284 c0c 

567 592 000 

439 149 000 

466 869 000 

49171 000 

s5 89 

412 162 

460 $84 

441A32 00o 

470 81 0co 

1s264 0 

I 

+ al 
' 1o r11 

s41sl 
sass r 

.u 

0At 
0 0101913' 

0 0002+22 

60 

pr 

! 

,, 

5¢ 

0 03. 00 
I 

0 813 006 

0010l 0000 

006] 00& 

006 0000 

r, I 9 

l 

owl 

000s, 

005 0000 

0001 000 

0005] 090 

005l 0000 

� +. 

' " 

• tl 
I • 

00] 000 

00 00, 

1oeu\,. YIO• 
00648l 00010 

' .,,,; '"""'\ 
OC-Olll 00,.l('� 

0 0048] 00i 

6 +f 

,, 

0004 

22288 

1,es# 

s;-wl 

�" '•''\ 
?614pp 

2442 00, 00o26 

00013 0000. 16 70 

0.00311 0.000 

0.0118, 0,0030/ 139 25273M 

7N 00012\ 0000 
! 

271 0006 00014 

113i 0019/ 0.0005 

1).00 <', I o 000111 C 
0.050 00012 

24j 0000a4 0(¥ + 6, + 

' I =a 
ors '[" 

l 

0.0060] 0.0012; 

000191 0. 0004 

00051 0 0011 

0 0051 00010 

0 04 00008, 

00040 0 0006 

0 00€ 0 0002 

0 0017 0000 

0 0016 0 000. 

0002) 0.000: 

000% 00004 

97€ 00025 00005 

681] 00016\ 0 0004 

1372l 00035 0. 000 

111$4 0.0029 0.0006 

196.21 00051 0.009 

1al 00041 000O6 

, 

38 049612 

85 049612 

38 049612 

85 049612 ±el 
..IIISIWHlL I 

I 
L 

27 

1sf Neg«w t 

182 Ne«rt fut.a 

1r9 Megen Se Son hslan 8$ 049 612 

o[Neg Sni Son Ava.at 385$ 0a49612 

116'•1NJ'<'•I �,trau"-an I l!H'l,1,.f>I. 

xv)rFCM.IATANS..,PARUAltAUR I 
1 ter C 

78 Mew Un 

65 Neg. Mote 

6 egtn Sat.puh 

6Ng Mo fen 

168 Neg Kobro 

169 Ng Lr 

10 Neger Sr.al 

XVI ECAMA TAN SERUT TIMUR KO6 

r--r------,----T'"----------------------.- ,0-�---.-.,-,- .. - .. 

-.-.-,-,,-.-,.�--------------------;;;----� 

f--J.,m1¥1Pet1C1...iu1< ,..,..,.�P-..ou•M.- T 1.._w,11v .. n T r.c. + 1 
J.w,..,..,.,r,,...�.,...,1,�" l!,__,s.,,.1 ' ._- , "BP,,1/ ,-•·••-·-' •- 

I��� 
- - '.... ,_� , I ••. - 0 I- - ··�-:: ---· •·� --·--· ] / %. voe re 6 e. ta.. ft 

·-- -·- ...... w .,.� ,. .. ,...� I r-.. ·--··· 
le 

4 s 6 rl e s to '' ]n ]e 

I t- 

1 • 

OIXMl �0010 l ,i:.;.»o� 00(,/81 0 ••••\ �Se nl CH,, 00.,1, 

0.0120] 000.30] 1 91106i6] 0 0011l 0 0002\ 4n 4 0] 0.005-4l 00o1 

0.0197l 00039 876562] 0 0078] 0.0016 
I 

0,000] 0 0001] 06126194 0 0041, 0.0006] 

005 000 
I 

00el ¢ 



 l 
- - - 

- 
- 
- 

-- 

- 
- 

- --- -- 
-. - . 

-- 
- • r we 
r - • ... v � , v 

wee n «4 r � - • . 
e 

f 

u 

• - - 
" - 
% 

--- 

4 a 

. 

-- .lie 0tu 

ff.elf( 

%f%.g. f 

• 



 

LAMPIRAN IL PERATURAN BUPATT MALUKU TENGAH 
NOMOR TAHUN 2021 
TANGGAL DESEMBER 2021 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCAN 

LLOKASI DANA NEGERI DAN NEGER! ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA NEGERI 

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ALOKASI DANA NEGERI 
TAHAP TAHUN ANGGARAN .... 
PEMERINTAII NEGERI ---------- ------------------ 

KECAMATAN - - ........ 
ABUPATEN MALUKU TENGAH 

Pagu Negen Rp 

URALAN % CAPALAN 
TENAGA DURASI UPAH 

KODE REKENING UR ALAN VOLUME CARA ANGGARAN REALISASI SISA 
OUTPUT OUTPUT PENGADAAN OUTPUT 

KERJA KET 

Rp Ro RD Orang Hari Ro 
I - ¢ 6 7 86 7 g 10 JI 12 13 - 

a b e a b c 
4 PENDAPATAN 
4 l PA Negen 
4 2 Transfer 
4 2 I Dana Desa 

-- TAHAP PERTAMA 
-- TAHAP KEDUA 
-- TAHAP KETIGA 

" 2 3 Alokas Dana Desa 
d 3 Pendapatan Lan-Lan 

JUMLAH PENDAPATAN 

5 BELANJA 
l Bidang Penyelenggaran Pemerintahan 
I I Sub Bdang 
I 2 Sub Bdang 
I 3 Sub Bdang 
I 4 Sub Bdang 
I 5 Sub Bh1dang 

M 



 

I 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Dess 
2 1 Sub Bidang 

Dukungan Pendidikan bag Siswa 
2 1 10 Miskin/Berprestasi 
2 1 10 s 2 Belanja Barang dan Jasa 
2 2 Sub Bdang 
2 3 Sub Bidang 
2 4 Sub Bidang 
2 s Sub Bdang 
2 6 Sub Bidang 
2 7 Sab Bidang 
2 8 Sub Bidang 
3 BHidung Pembinaan Kemasyarakatan 3 1 Sub Bidang 
3 2 Sub Bidang 
3 3 Sub Bidang 
3 4 Sub Bidang 

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
4 1 Sub Bidang 
4 1 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa 
4 2 Sub Bidang 
4 3 Sub Bidang 
4 4 Sub Bdang 
4 s Sub Bidang 
4 6 Sub Bidang 
4 7 Sub Bidang • 

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan 
5 Darurat dan Mendesak Neseri s 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 
5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat s 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 

JUMLAH BELANJA 
SURPLUS/[DEFISIT) 

6 PEMBLAYAAN 
6 l Penerimaan Pembiayaan 
6 I 1 SILPA Tahun Sebelumnva 
6 1 2 Pencairan Dana Cadangan 
6 1 3/Hasil Penjualan Kekavaan Desa vang Dipisahkan 
6 2 Pengeluaran Pembiayaan 
6 2 I Pembentukan Dana Cadangan . Modal Awal 

. Pengembangan Usaha 
dst 

6 2 2lPenvertaan Modal Desa 

SELISIH PEMBIA YAAN 

l# 



 

BENDAHARA NEGERI 

) 

PETUNJUK PENGISIAN 

(Negerni), (tanggal), (bulan), (tahun) 
Disetujui oleh, 

Kepala Pemerintah Meger 

.) 

KOLOM URAIAN 
I Kolom I diisi dengan ode Rekening sesuai dengan APB Neer 
2 Kolom 2 diisi dengan Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang mengunakan Dana Des 
3 Kolom 3 diisi dengan uraian output Misal. Pembangunan Jalan 
4 Kolom diisi dengan jumlah volume output yang terdin jumlah dan saruan output Ms.al 500 meter 
5 Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal swakelola 
6 Kolor 6 diisi dengan jumlah anggaran 
7 Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi 
8 Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi 
9 Kolom 9 diisi dengan persentas capaian output dengan dengan perhitungan sebaga benikut 

a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Fisik dihitung sesua perkembangan penyeiesaan fistk di lapangan dan foto 
b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara. 

-. Penyelesaian Kertas Kerja/Kerangka Acuan Kenja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi target/sasaran, dan angsaran 
sebesar 30 %. 

-. Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50 % 
. Kegiatan telah terlaksana sebesar 80 %. 
. Laporan pelaksana kegiatan dan foto sebesar 100 %. 

10 
Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang dusi hanya untuk kegiatan Dana Negen/Negeni Administratf pada bdang Pembangunan Negeri 

II Kolom 13 diisi dengan keterangan misal: berapa output yang telah terlaksana [kuanttasj 

wav me.{4 

ABU A 


